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BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAY

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SEILATAN

NOMOR : 460/ %4\ /Kpts/BPY - PE[201§

TENTANG

PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAR

Menimbang

Mengingat

TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG
DI KABUPATEN PESISIR SELATAN

BUPATI PESISIR SELATAN,

bahwa dalam rangka pencegahan scding munglan 1esjadinyu
tindak pindana perdagangan orang di Kalupiaten Vesisi
Selatan, sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraliag
Presiden Nomor 69 Tahun 2008 teotang Gugus 'Jugss
Pencegahan dan Penanganan Tindak Piduns  Verdagingan
Orang, dibentuk Gugus Tugas Kabupaten,

bahwa berdasarkan pertimbangan schagaimana digsksud
pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupsti fcsis)
Selatan tentang Pembentulcan Gugus Tugas VPencegahsn dun
Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupsir),
Pesisir Selatan;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956  weolsng
Pembentukan  Daerah Otonom  Kabupaten  Dalaim
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (lembarsn
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis
Undang-Undang Drt. Nomor 21 ‘Tahun 1957 (lLembaran
Negara Republik Indonesia ‘Tahun 1957 Nomaor 77) Jo
Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Neggari
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);

Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan
Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentul
Diskriminasi Terhadap Wanita (Convention on  the
Elimination of all Form of Discrimination Against Women)
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor
29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomaor
3277);

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asusi
Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3886);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Nepara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 109 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia 4235), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tabun
2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
237 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesin Nomor
5946);
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16.

17.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4280),

Undang-undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan
dan perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4445);

Undang-undang  Nomor 21 Tahun 2007 tentang
Pemberantasan  Tindak  Pidana  Perdagangan  Orang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4720);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa  kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintah Dacrah (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Dacrah Nomor 6 Tahun 1988 tentang
Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Didacrah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengentasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Presiden Nomor 69 Tahun 2008 tentang Gugus
Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana
Perdagangan Orang;

Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana

Aksi Nasional (RAN) Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan
Terburuk untuk Anak;

Keputusan Presiden 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi
Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial
Anak;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun
2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerabh;

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun
2017 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak;
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Menetapkan :

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

D
.

" MEMUTUSKAN »

Membentuk Gugus Tugas Pencegahan dan Penanganan Tindak
Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten Pesisir Selatun dengan
susunan keanggotaan sebagnimana tercantum  dalam lampiran
yang merupakan bagian yang tidak terpisnhkan dari Keputusan
Bupati ini;

Gugus Tugas sebagaimana  dimaksud pada Diktum  KESATU

mempunyai tugas sebagai berikut :

a.  Mengkoordinasikan  upaya  pencegahan  dan  penanganan
Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten Pesisir
Sclatan;

b. Melaksanakan sosialisasi, advokasi, pelatihan dan kerjasama
dalam  pencegahan  dan  penanganan  tindak  pidana
perdagangan orang di Kabupaten Pesisir Selatan;

c. Memantau perkembangan pelaksanaan perlindungan korban
meliputi rehabilitasi, pemulangan dan reintegrasi sosial,

d. Memantau perkembangan pelaksanaan penegak hukum,

e. Melaksanakan evaluasi atas pelaksanaan pencegahan dan
penanganan tindak pidana perdagangan orang di Kabupaten
pesisir Selatan;

f. Melaporkan dan mempertanggungjawab hasil pelaksanaan
tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;

Gugus Tugas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
pada Diktum KEDUA, dibantu oleh Sckretariat Gugus dengan
susunan keanggotaan yang ditetapkan oleh Ketua Gugus Tugas;

Dalam melaksanaan tugas Gugus Tugas Pecegahaan dan
Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kabupaten
Pesisir Selatan  bertanggungjawab dan  melaporkan  hasil
pelaksanaannya kepada Bupati Pesisir Selatan;

Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan
ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Dacrah
(APBD) Kabupaten Pesisir Sclatan;

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pai \an
Pada tanggal |4 Sqpvemier 2018

SELATAN,

Scanned with CamScanner



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
’ NOMOR  : 460/ »7 /Kpts/BPT-PS/2018

TANGGAL : 1M Geyromior 2018
TENTANG . PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PENCEGAHAN

DAN PENANGANAN

TINDAK PIDANA

PERDAGANGAN ORANG DI KABUPATEN

PESISIR SELATAN
 No | JABATAN DALAM DINAS . JABATAN DALAM  Keterangan
S S | KEDUDUKAN | 4
|} | Bupau Pesiwr Sclatan Pembina | |
|2 Wakil Bupat Pesisir Sclatan | Pengarsh | |
3 Kepala Kepolisian Resort  Pesisir | Pengarah | ,
L |Selatan I - R . ’
7_;_‘__ Kepala hqumn ‘u-grn Praxw *xlqum Pengurah ._I___ —d
‘__?__’__l_‘stfu Pengadilan Negen Pamnan ‘ Pengurah i N i
| 6 Sekretans Daecrah Kabupaten Pesisir | Ketua ’
.-A...._.,?,l.d.mn. err——— - o — e — . I — S S—
T Asasten Pemerintahan dan | Wakal Ketua | :
‘ Kesejahtrerman  Rakyal  Sckretanat | !
___, Daerah Kabupaten Pesisir Sclatan I RUN——
8 Amsten Perekonomean dan |  Wakil Ketua Il | J
Pembangunan  Sckretanat Daerah | (
| | Kabupaten Pesisir Sclatan ! S —— N
' 9 | Asisten Admunistrasi Umum Sekretaniat Walki! Ketua 111 .
! D.-r'ah Kabupaten Pesisir Sclatan ' | i
10 h.c;x..i Dinas Sos:ial, Pemberdayaan Angpota |
Perempuan dan Perlindungan Anak | .
'_____jub-up-:rﬁ Pessir Selatan | 0
| Kepala Badan Perencanaan | Anggota A '
| | Pembangunan Daerah, Penchian dan | |
' Pengembangan Kabupalen Pesisir | ‘ |
L ’be‘aun - | 4 1
| Kepala Badan Pﬂwrkzla hrunngan Angeota ; |
Dat!.uh F.dbupatrn H’s.!.! "rlalan ' |
L L o -4 - -— |
F13 htpda Badan )u-prgauamu dan | Anggota ! 1!
| Pengrmbangan Sumber Daya Manusia | = {
L Kabupaten Praisr Selatan .. I |
14  Kepala Badan Pendapatan l\nlmpu!rn Anggota { 'i
| | Pemsir Selatan B : !
! 18 Lr;nhx H-hkunun lhdamf Angiola | |
| Penangpulangsn  Bencana  Daerah | | ,
____} Kabupaeten Prasisr Selatan I 1
i | Kepmla  Dinas Pendidikan  dan ! Anggota §
M"Jurim, aan Kabupaten Pesine Selatan | }
17 h,r;-lq I)"‘ugu Kesehatan Kabupaten . M@'!a f '.
F"smxz ‘&thmm | 'j " i
Ty kr;nh- Dinas Pembwrdavaan | Angpotn R
|| Masyaraka! dan Desa Pengendalian | '_z !
Penduduk  dan  Keluarga Berencana | | ;‘
oo Kabupaten Pesisir Selatan ) 1 N | ST

A N i
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19.

Kepala Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Pesisir
Selatan

Anggota

20.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Perizinan Terpadu
Kabupaten Pesisir Selatan

Anggota

21;

Kepala Dinas Tanaman Pangan,
Hortikultural dan Perkebunan
Kabupaten Pesisir Selatan

Anggota

22,

Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Pesisir Selatan

Anggota

23.

Kepala Dinas Perikanan Kabupaten
Pesisir Selatan

Anggota

24.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruangan Kabupaten Pesisir
Selatan

Anggota

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten
Pesisir Selatan

Anggota

26.

Kepala Dinas Koperasi, Usaha mikro,
Kecil dan Menengah, Perdagangan dan
Perindustrian Kabupaten Pesisir
Selatan

Anggota

27.

Kepala Dinas Perumahan Rakyat
Kawasan Permukiman dan Pertanahan

| Kabupaten Pesisir Selatan

Anggota

28.

Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya
Air Kabupaten Pesisir Selatan

Anggota

29.

Kepala Dinas Peternakan dan
Kesehatan Hewan Kabupaten Pesisir
Selatan

Anggota

30.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan
Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir
Selatan

Anggota

31.

Kepala Dinas Pangan Kabupaten
Pesisir Selatan

Anggota

32.

Kepala Dinas  Komunikasi dan
Informatika Kabupaten Pesisir Selatan

Anggota

33.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Pesisir Selatan

Anggota

34.

Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan
Kabupaten Pesisir Selatan

Anggota

35.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi Kabupaten Pesisir Selatan

Anggota

36.

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah
Dr. Muhammad Zein Painan Kabupaten
Pesisir Selatan

Anggota

37.

Kepala Bagian Hukum Sekretariat
Daerah Kabupaten Pesisir Selatan

Anggota

38.

Kepala Bagian Kesatuan Bangsa Dan
Politik Sekretariat Dacah

Anggota
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39.

Kepala Bagian Hubungan Masyarakat
dan Protokoler Kabupaten Pesisir
Selatan

Anggota

40.

Ketua Pusat  Pelayan  Terpadu
Pemberdyaan Perempuan dan Anak
Kabupaten Pesisir Selatan

Anggota

41.

Ketua Lembaga Perlindungan Anak
Kabupaten Pesisir Selatan

Anggota

42,

Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Staf
pada Bidang Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak pada Dinas
Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir
Selatan

Sekretariat
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